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BUPATI  BLORA 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR  28  TAHUN 2023 

TENTANG 

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN 

UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan Pasal 96 Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 

Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1213); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA 

LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH.  

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Bupati adalah Bupati Blora. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat RSUD adalah rumah sakit milik 

Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat 

khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan 

secara profesional yang ditetapkan sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah. 

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh 

unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan  pelayanan kepada masyarakat yang 

mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 

keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan daerah pada umumnya. 

6. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD yang 

diangkat oleh Bupati dan bertindak sebagai Pejabat 

Pengelola BLUD. 

7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya 

disebut SiLPA adalah sisa lebih realisasi penerimaan 

dan pengeluaran anggaran tahun sebelumnya. 



4 

 

8. Likuiditas adalah kemampuan BLUD untuk 

memenuhi kewajiban atau utang yang harus 

dibayar dengan harta lancarnya. 

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah tim yang bertugas 

menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati 

dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah. 

 

Pasal 2 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah 

memberikan pedoman bagi BLUD RSUD dalam 

pemanfaatan SiLPA. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah 

untuk optimalisasi pemanfaatan SiLPA BLUD. 

 

BAB III 

SiLPA BLUD 

Pasal 3 

(1) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi 

anggaran dalam 1 (satu) periode anggaran. 

(2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diestimasikan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran 

tahun anggaran berikutnya untuk disetujui 

penggunaannya. 

 

BAB III 

PENGGUNAAN SiLPA BLUD 

Pasal 4 

(1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, 

kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian 

atau seluruhnya ke rekening kas umum Daerah 

dengan mempertimbangkan posisi Likuiditas dan 

rencana pengeluaran BLUD.  
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(2) SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan Likuiditas. 

Pasal 5 

(1) SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang 

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan 

harus melalui mekanisme APBD.  

(2) Penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran 

berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

apabila dalam kondisi mendesak dapat 

dilaksanakan mendahului perubahan APBD. 

(3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) mencakup: 

a. program dan kegiatan pelayanan kesehatan 

dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dan/atau belum cukup anggarannya 

pada tahun  anggaran berjalan; dan 

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila 

ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih 

besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

(4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah 

mendapat persetujuan dari:  

a. Dewan Pengawas; atau  

b. Tim Pembina, dalam hal tidak terdapat Dewan 

Pengawas. 

 

Pasal 6 

(1) Perintah Bupati kepada BLUD untuk menyetorkan 

sebagian atau seluruh SiLPA BLUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  dilakukan untuk: 

a. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;  

b. optimalisasi kas Pemerintah Daerah; dan/atau  

c. penyangga kas Pemerintah Daerah 

(2) Perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati 

tentang Penarikan  SiLPA BLUD, yang memuat: 

a. besaran SiLPA BLUD yang ditarik; dan  

b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD. 
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(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) diterbitkan berdasarkan berita acara hasil 

pengkajian oleh TAPD. 

(4) Hasil pengkajian oleh TAPD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam menerbitkan Keputusan 

Bupati tentang Penarikan  SiLPA BLUD. 

 

  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. 

 

     Ditetapkan di Blora 

     pada tanggal 31  Agustus 2023  

BUPATI BLORA, 

Cap Ttd. 

ARIEF ROHMAN 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal 31 Agustus 2023  

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

Cap Ttd.       

KOMANG GEDE IRAWADI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2023 NOMOR 28 

 Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, 

 

SLAMET SETIONO, SH, MM 

NIP. 19770111 200501 1 006 

  

    

 

 

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” 
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE 
(Balai Sertifikasi Elektronik).  
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